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Abstract

Characteristics of collateral objects in bank credit agreements can be of
movable objects and immovable objects, whether in the form of goods, projects, or
billing rights financed by the credit concerned, and by assessing the characters,
capasity, collateral , capital, and condition of the debtor’s business. The object of the
guarantee is bound in the form of a credit agreement, either in the form of an under-
hand credit agreement whose format and material have been prepared unilaterally by
the creditor (bank) and in the form of notarial deeds made by the authorized official,
namely, notary.

Loans channeled by banks based on agreements or lending agreements
between banks (creditors) and debtors. The loans disbursed contain risks, so that the
bank in distributing credit is required to have debtor collateral as an object of credit
guarantee. If the debtor is obliged to carry out an obligation under the credit
agreement within a specified time, and the debtor fails to carry out, then the passage
of time is valid and sufficient evidence for the negligence of the debtor. This means
that to prove the negligence of a debtor, there is no need for a notification (subpoena)
or other similar letter and a warning letter from the bailiff,

As a result of the negligence of the debtor, the bank has the right to exercise
its rights as a creditor to obtain debt repayment by exercising its rights to the debtor
and / or his assets, executing by way of general sales. The proceeds from the sale of
the collateral object are used to pay for all costs incurred or paid by the bank ; full
payment of all penalties incurred, but not yet paid by the debtor, full payment of all
interest arising and / or provisions that have not been paid by the debtor, and full
payment of the principal debt that must be paid by the debtor. If after all the
obligations that are borne by the debtor are paid in full and are still in excess of
money, then the bank will hand over the excess money to the debtor or the party
entitled to the excess money.

Keywords: Default, Credit, Inmovable Objects



Abstrak

Karakteristik objek jaminan dalam perjanjian kredit bank dapat berjenis
benda bergerak dan benda tak bergerak, baik berupa barang, proyek, atau hak tagihan
yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan dengan melakukan penilaian
terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek dari usaha debitor. Objek
Jaminan tersebut diikat dalam bentuk perjanjian kredit, baik dalam bentuk perjanjian
kredit di bawah tangan yang format dan materinya telah disiapkan secara sepihak
oleh kreditur (bank) dan dalam bentuk akta notariil yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, yaitu, notaris.

Kredit yang disalurkan oleh bank berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditor) dengan debitor. Kredit yang
disalurkan mengandung resiko, sehingga bank dalam menyalurkan kredit diperlukan
adanya agunan debitor sebagai objek jaminan kredit. Apabila debitor berkewajiban
untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu
yang ditetapkan, dan debitor lalai melaksanakan, maka dengan lewatnya waktu
merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian debitor. Artinya untuk
membuktikan terhadap kelalaian debitor, tidak diperlukan suatu pemberitahuan
(somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

Akibat kejadian kelalaian debitor, bank berhak untuk melaksanakan
hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan
pelaksanaan hak-haknya terhadap debitor dan/atau harta kekayaannya, melakukan
eksekusi dengan cara penjualan secara umum. Hasil dari penjualan objek jaminan
tersebut digunakan untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh
bank; pembayaran lunas seluruh denda yang timbul, tetapi belum dibayar debitor,
pembayaran lunas seluruh bunga yang timbul dan/atau provisi yang belum dibayar
debitor, dan pembayaran lunas jumlah utang pokok yang wajib dfbayar oleh debitor.
Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban debitor dibayar lunas dan
ternyata masih kelebihan uang, maka bank akan menyerahkan kelebihan uang
tersebut kepada debitor atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut.

Kata kunci : Wanprestasi, Kredit, Benda Tak Bergerak
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Karakteristik objek jaminan dalam perjanjian kredit bank dapat berjenis
benda bergerak dan benda tak bergerak, baik berupa barang, proyek, atau
hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan dengan
melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek dari usaha debitor. Objek jaminan tersebut diikat dalam bentuk
perjanjian kredit, baik dalam bentuk perjanjian kredit di bawah tangan
yang format dan materinya telah disiapkan secara sepihak oleh kreditur
(bank) dan dalam bentuk akta notariil yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, yaitu, notaris.

2. Kredit disalurkan oleh bank berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank (kreditor) dengan debitor. Kredit yang disalurkan
mengandung resiko, sehingga bank dalam menyalurkan kredit diperlukan
adanya agunan debitor sebagai objek jaminan kredit. Apabila debitor
berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban bcrdasarkan perjanjian
kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan, dan debitor lalai melaksanakan,
maka dengan lewatnya waktu merupakan bukti yang sah dan cukup untuk
kelalaian debitor. Artinya untuk membuktikan terhadap kelalaian deﬁitor,
tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa
dengan itu serta surat peringatan dari juru sita. Akibat kejadian kelalaian

debitor, bank berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor
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untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-
haknya terhadap debitor dan/atau harta kekayaannya, melakukan eksekusi
dengan cara penjualan secara umum. Hasil dari penjualan objek jaminan
tersebut digunakan untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau
dibayar oleh bank; pembayaran lunas seluruh denda yang timbul, tetapi
belum dibayar debitor, pembayaran lunas seluruh bunga yang timbul
dan/atau provisi yang belum dibayar debitor, dan pembayaran lunas
jumlah utang pokok yang wajib dibayar oleh debitor. Apabila setelah
semua kewajiban yang menjadi beban debitor dibayar lunas dan ternyata
masih kelebihan uang, maka bank akan menyerahkan kelebihan uang
tersebut kepada debitor atau pihak yang berhak atas kelebihan uang
tersebut,
4.2. Saran

1. Bank dalam membuat perjanjian kredit secara sepihak, diharapkan muatan
materi, isi atau formatnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada asosiasi
perbankan dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut diperlukan agar
perjanjian kredit dan klausula-klausula yang terdapat di dalamnya sésuai
dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan klausula baku sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata.

2. Bank dalam melaksanakan eksekusi atau melaksanakan hak-haknya
terhadap debitor, memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada debitor
untuk mencari pembeli terhadap harta kekayaan yang akan dijual. Dengan

memberi kesempatan tersebut, debitor merasa mendapat perhatian dari
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bank, namun kesempatan tersebut harus ditentukan batas waktunya oleh
bank yang diberitahukan dan disepakati debitor. Apabila debitor telah
mendapatkan calon pembeli, maka hal tersebut diberitahukan dan/atau
dikordinasikan pada bank yang bersangkutan, karena semua mekanisme

pembeliannya akan ditentukan atau diatur oleh bank yang bersangkutan.
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